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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ENREKANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 421 dan Pasal 431 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan barang 

milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, 

tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat 

dipindahtangankan serta terdapat alasan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sedangkan penghapusan barang milik daerah dilakukan 

dalam hal barang miik daerah sudah tidak berada dalam 

penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna 

Barang dan Pengelola Barang; 

b. bahwa agar pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah dilakukan secara tertib, efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara 

pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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c. penelitian lapangan ( on site visit}, jika diperlukan, guna 

memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi 

objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah 

yang menjadi objek permohonan penghapusan. 

Pasal48 

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

dala Pasal 47 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan 

penghapusan. 

(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) paling sedikit memuat: 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 

barang, spesifikasi/ identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, 

dan/ atau nilai perolehan; 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusan kepada Bupati. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah 

dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan 

Bupati. 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal persetujuan. 

Pasal49 

( 1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 

Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik 

daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 50 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 

pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
� dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 
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BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Enrekang. 

LIMIN BANDO 

Ditetapk g 
pada tan l'f� fl. eo ,e 

NREKANG,_ 

Diundangkan di Enrekang 
pada tanggal 

!,,«"'>-""· .... ...., DAERAH KABUPATEN ENREKANG, 

�- 
CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 


